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BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR/2TAHUN 2012
TENTANG

PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP

PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

: bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tulang

Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan, Mekanisme
dan Prosedur Tetap Pemungutan Pajak Relame;

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3209);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3681) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negera
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomr
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik IndonesiaNomor 4844);



10.

11.

12.

13.

14

15.

16.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
Retribust Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Pecraturan Pecrundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

.Peraturan  Pcmerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pclaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lecmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
scbagaimana tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);



Menetapkan

17.

18.

19.

20.

21

27

23.

24,

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593},

Peraturan Pemerir.tah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
yang dibayarkan Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomorl153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pcraturan Dacrah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja
Perangkat Dacrah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor |,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 2);

Peraturan Dacrah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4
Tahun 2011 tentang pokok-pokock Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Dacrah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat Nomor d);

. Peraturan Dacrah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1

Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16).

-

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN, MEKANISME DAN

PROSEDUR TETAP PEMUNGUTAN PAJAK RELAME.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

o8]

1.

11.
12.

13.

Dacrah adalah Kabupaten Tulang Bawang. Barat.

Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
Barat.

Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.

Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut DIPENDA
adalah Dinas Pcndapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat.

Pajak Dacrah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang
Bawang Barat.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam
rangka pclaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
pada Satuan Kcrja Perangkat Daerah.

Pcjabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pajak
scsuail dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama
dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persangkutan, perkumpulun, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.

Pajak Relame adal (h pajak atas penyelenggaraan reklame.
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk

dan  corak  ragamnya dirancang untuk tujuan komersial,
memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk
menarik  perhatian umum  terhadap barang, jasa, orang atau

badan vang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan,dan/atau
dintkmati olech umum.

Jenis Reklame adalah jenis dan macam bahan/material reklame
vang dipakat,



14.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

24.

Katcgori Konstruksi dan Asesoris adalah Reklame dimaksud
dipasang dengan cara, wujud, bentuk fisik dengan konstruksi
permancn, semi permanen, non permanen, dan dengan asesoris
mewah, sedang dan atau sederhana,

‘Nilai Sewa dan atau Nilai Jual Reklame adalah keseluruhan

pembayaran, pengeluaran biaya oleh pemilik atau penyelenggara
rcklame meliputi biaya/harga bahan reklame, ongkos konstruksi
pengangkutan dan atau ongkos penayangan, peragaan,
pemancaran dan scjenisnya sampai dengan bangunan/tayangan
recklame rampung yvang dinyatakan dengan Harga Satuan Nilai
Scewa per satuan volume tertentu;

. Nilai strategis adalah nilai tertentu yang dinyatakan dengan

indeks angka yang mengandung tingkatan-tingkatan nilai
strategis lokasi tempat pemasangan reklame yang diukur
berdasar kriteria mediasi seperti sudut pandang, cakupan
layanan, kepadatan lalu lintas orang, kelas jalan dan berbagai
aspek daya tarik lainnya untuk promosi/ publikasi;

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenakan pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pcmbayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Masa Pajak adalar jangka waktu 1 (satu) bulan takwin yang
menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan
melaporkan pajak yang terutang;

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun
kalender, kccuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang
tidak sama dengan tahun kalender;

Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu
saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian
tahun pajak scsuail dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah;

Pemungutan  adalah  suatu rangkaiaan kegiatan mulai  dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya
pajak scrta pengawasan penyetorannya,

.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat

SPPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek
pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban scsuar dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan Perpajakan Daerah;

Surat Sctoran Pajak Dacrah yang selanjutnya disingkat SSPD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
ditakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk olch Bupati;

». Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak yang terutang;



20.

27.

28.

29.

30.

31,

32.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak,
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan;

Surat Kctetapan Prjak Daerah Nihil,selanjutnya disingkat SKPDN
adalah surat kctetupan pajak yang menentukan jumlah pokok
pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Kctetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah
kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau
scharusnya tidak terutang;

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanks:
atministratifl berupa bunga dan/atau denda;

Pembukuan  adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
sccara  teratur  untuk  mengumpulkan data dan informasi
keuangan yang meliputt harta, kewajiban, modal, penghasilan
dan biaya, scerta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang
atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan
berupa neraca dan laporan laba rugi untuls periode Tahun Pajak
tersebut;

Pemeriksaan  adalah  serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka
mclaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
perpajakan daerah;

. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah

scrangkalan tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta
menemukan tersangkanya.

BAB I
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
kegiatan Reklame, dipungut Pajak Relame oleh Bupati melalui
DIPENDA.



(2)

(3)

(1)
(2)

3)

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, DIPENDA ditetapkan
scbagai unit kerja yang melaksanakan proses penelitian
administrasi dan penelitian teknis dalam rangka pemungutan
Pajak Rclame sesuai dengan persyaratan, mekanisme dan
prosedur tetap yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 3

Proscs penyclesaian permohonan  pembayaran  Pajak  Relame
schagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat disesuaikan dalam
jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan
yvang lengkap dan memenuhi syarat.

Permohonan yang dapat diproses adalah permohonan yang telah
dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
ni.

Permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan
administrasi dan atau persyaratan teknis, akan diberitahukan

kepada Pemohon sccara tertulis dengan tenggang waktu 3 (tiga)
hart kerja.

Pasal 4

Terhadap  permohonan  yang telah  memenuhi  persyaratan,
diminta pcnetapannya kepada Bupati yang dituangkan dalam
keputusan tentang Pemungutan Pajak Relame.

Setelah ditetapkan Keputusan Bupati dimaksud, Kepala Dinas
mencrbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Apabila Kceputusan Bupati tentang Pemungutan Pajak Relame
sudah ditetapkan oleh Bupati, Pemohon membayar Pajak Relame,
kemudian diterbitkan Petikan yang ditanda tangani oleh Kepala
Dinas untuk disampaikan kepada Pemohon.

Pasal 5

Tata cara pemungutan Pajak Relame dan pendataan samip.o
dengan penagihin sesnal dengan Sistem dan Prosedur (Sisduon
Pajak Dacrah,

Dalam  hal keeiatan pendataan, DIPENDA dapat melakukan
kerjasama dengan pihak lain untuk memperoleh data yang akurat
dan wuptodate dari Wajib Pajak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
FENGUSAHA KENA PAJAK

- Pasal 6
Wanb Pajak Relame adalah orang pribadi atau badan yang
meyclenggarakan Reklame.

Wajib Pajak harus mclaporkan usahanya kepada DIPENDA paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usahanya dimulai.
Objeck Pajak Relame meliputi :

a. reklame papan/billboard/vidieotron/megatron dan sejenisnya;



b, rekdame kan:

c. reklama melekat stiker:

d. reklame sclebaran;

c. reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
{. reklamc udara;

g. rcklama apung;

h. reklame suara;

i reklame film/slhide;dan

). reklame peragaan.

Dikccualikan dari objck Pajak Relame adalah :

a. peyclenggaraan rcklame melalui internet, televisi, radio, warta
harian, warta mingguan, warta bulanaan dan sejenisnya,

b. label/merek produk yang melekat pada barang yang
diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari
produk jenis lainnya,;

c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat
pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan
sesual dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal
usaha atau profesi tersebut; dan

d. reklame  vang  diselenggarakan oleh pemerintah  atan
pemerintah dacrah.

BAB IV
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 7

Dasar pengenaan Pajak Relame adalah Nilai Sewa Reklame.

Dalam hal Rekiame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa
Reklame scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
berdasarkan nilal kontrak Reklame.

Dalam hal Reklame disclenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan
memperhatikan  faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi
penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan
ukuran media Reklame.

Dalam hal Nilar scwa Reklame sebagaimana dimaksud pada avat
(2) udak dikctahu, dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa
Reklame  ditetaphkan dengan menggunakan  faktor-faktor
scbagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8

Dasar Pemungutar Pojok Refame didasarkan pada pertimbangan

.
1.
(G
.
e

f.

(1)

Jenis rekiame;

Katepgors, Kontruk s dan asesors,

Nilar sewa dan atan mlar jaal objek parak;
Masa pajak;

Indeks stratems:

Tarf pajak.
Pasal 9

Penghitungan besarnya Pajak Relame atau Nilai Sewa Reklame
didasarkan pada .



a. Harga satuan jcnis objck pajak (HSJOP),
b. luas fisik objek pajak (L);

c. Jumlah satuan objek pajak (J);

d. Indcks lokast Strategis (ILS).

(2) Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
dihitung dengan menjumlahkan Harga Satuan Jenis Objck
Pajak (HSJOR; dikankan Laas Fisik Objek Pajak (L) dikedia
Jumlaly Satuan Obiek Pagak (J) dikalikan Indeks 1ot

Stratevrs (LS o dione s ramuas
RCEIN [T NN I

30 Tamt Poonde Rel o dhersnlian sebesar 250 % (dua palot
persen).

(4) Besaran pokok Pajak Relame yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan
dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

Penentuan jenis reklame, kategori, masa pajak, harga satuan nilai
scwa dan atau nilai jual objek pajak, indeks nilai strategis ditetapkan
dan diatur dalam tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,
Lampiran Il dan Lampiran Il yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam Peraturan ini.

BAB V
SURAT PEMBERITAHUJAN PAJAK DAERAH

Pasal 11

(1) Wajib  Pajak  harus melaporkan kepada Bupati tentang
perhitungan pajak terutang dalam jangka waktu paling lambat 10
(sepuluh) hari setelah akhir masa pajak dengan menggunakan
SPTPD yang dusi dengan jelas, benar, lengkap dan ditanda
tangani.

(2) Wajib  Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menoambil sendirt SPTPD kepada DIPENDA.

(3) Wajib Pajak adalah Badan maka SPTPD harus ditanda tangani
olch Pengurus atau Dircksi dan apabila diisi orang lain sclain
Waiith Pajak harus melampirkan Surat Kuasa Khusus.

() SPPD wvang disampakan langsung oleh Wajib Pajak  kepad.:

DIPENDA harus diberi tanda bukti penerima oleh Pejabat
DIPENDA.

(5) Kepala Dinas berdasarkan kewenangannya berhak melakukan
penelitian - dan pemeriksaan terhadap kebenaran dari isian

SPTPD.
BAB VI
PEMBAYARAN DAN KETETAPAN PAJAK

Dasal 12

(1) Penctapan dan ketetapan pajak diperhitungkan sesuail dengan
isian SPTPD vang telah dieht



(2

Qetinn Waiih  Paink waith . membayar  pajak  terutang  tidnk
tergantung pada adanva SKPD.

Berdasarkan  SPTPD  pajak  terutang ditetapkan  dengan
menerbitkan SKPD.

Pasal 13

Kepala  Dinas  berwenang  melakukan  pemeriksaan untuk
menctapkan jumlan pajak terutang dan hasil Pajak Relame dalam
rangka melaksanakan Peraturan ini.

Untuk keperluan  pemeriksaan, Pejabat  Pemeriksa  hare
melengkapt  dengan  Surat Perintah Tugas dan  harus
mempecrlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

Waijib Pajak vang diperiksa wajb :
a. memperbhatican dan aran meninjamkan pembuilong

pencatatan dokumen an yang berhubungan dengan keglodan
visalia \‘\/;lkji':.‘r oy,

o Sl SHUTEGa S LRE Tl i
Vou vy oo ooy el ddlan o mermihernloar e
i Rehane o penne nosaaa,
o ancmberikan kesempatan kepada Perabat untuk mebeis o
pemeniksans hoas feasto opname).

Wajih Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
pada  avat (3), maka paak-pajak terutang ditetapkan sccoara
taksiran atau jabatan.

Apabila dalan pengunglapan pembukuan, pencatatan  ata
dokumen lamn serta tidak memberikan keterangan yang diminta,
Wanly  Pajak  yvang  terkait  oleh  suatu  kewajban untuk
merahasiakannva, maka kewajiban  untuk merahasiakannva
ditiadakan atas permintaan untuk keperluan pemeriksaan
schbagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 14

Apabila dalam menjalankan ketentuan Peraturan Daerah tentang
Pajak Daecrah khususnya berkenaan dengan Pajak Relame
diperlukan keterangan yang benar atau bukti yang sah dari pihak
ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang
diperiksa atas pemintaan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
Kepala Dinas, pihak ketiga tersebut harus memberikan
keterangan atan bukts vang diminta

Dalam hal pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (13,
terkait oleh kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban
untuk  merahasiakan  dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Bupati atoa Pejabae vane ditanjuk dapat melakukan penvegelon
tempat usaha atau ruangan tertentu apabila

[a

b.

Wajib Pajak tudak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 pada ayat (3

Wajib Pajak tidak menyctorkan pajak terutang, sehingga dap.
menimbulkan kerugian pada Daerah.



Sctiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang tidak
tergantung pada adanya SKPD.

Berdasarkan  SPTPD  pajak  terutang  ditetapkan  dengan
menerbitkan SKPD.

bPasal 13

Kepala Dinas  berwenang  melakukan  pemeriksaan  untuk
menctapkan jumlah pajak terutang dan hasil Pajak Relame dalam
rongka melaksanakan Peraturan ini.

Untuk keperluan  pemeriksaan, Pejabat  Pemeriksa  harus
meclengkapi dengan Surat  Perintah Tugas dan  harus
memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan atau meminjamkan pembukuan atau
pcncatatan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan
usaha Wajb Pajak;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki ruangan di tempat
atau ruangan vang dianggap perlu dan memberikan bantuan
guna kelancaran pemeriksaan;

¢ memberikan kesempatan kepada Pejabat untuk melalkolian
pemeriksaan Kas (cash opname).

Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), maka pajak-pajak terutang ditetapkan secara
taksiran atau jabatan.

Apabila  dalary pencranglapan pembukuan, pencatatan
dokumen lam serta tdak membertkan keterangan vang dins
Wanb  Pajak  vang terkont o oleh svatu kewajpiban o

el e et o otk e b e

dittadakan  arc e an uantuk o keperhian . penyest

Sehivommmana e e el et 1Y

Apahila dalam menjalankan ketentuan Peraturan Daerah tentang
Pajak Dacralhh  kbnasusnva  berkenaar dengan Pajak Relame
diperlukan keterangan vang benar atau bukti yang sah dari pihak
ketiga: vang mempunval hubungan dengan Wajib Pajak vane
diperiksa atas pemintaan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
Kepala Dimas. prhak  ketga  tersebut  harus  meimbcting:,
keterangan atau bukti vang diminta.

Dalam hal pihak kectiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terkait oleh kecwajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban
untuk merahasiakan dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan
tempat usaha atau ruangan tertentu apabila :

ol

b.

Wajib Pajak tndak memenuhi kewajiban scbagaimana dinvaio. o

dalom Pasal 13 pada ayat (3);

Wajib Pajak tdak mcnyclorkan pajak terutang, schiligga dapa.
‘ :

meninbullan Yoo ooata Daerah

[ 1



BAB VI
MASA PATAR DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Ponal 16

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan takwin yang mcnjadi
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan
piyjak yang terutang.

Pasal 17

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu
saat dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian
Tahun Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan dacrah.

BAB VIII
PERHITUNCAN DAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 18
(1) Penctapan dan kctetapan pajak diperhitungkan sesuai dengan
isian SPTPD yang telah diteliti,

(2) Berdasarkan SPTPD  scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan pajak terutang dengan penerbitan SKPD.

(3) Apabila SPTPD scoagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau
kurang bayar sctelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
scjak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupna
bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan
mencrbitkan STPD.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 19

(1) Pajak terutang harus dilunasi selambat-lambatnva tanpeal 15
(lima belas) sctfiap bulannya dari masa pajak yang terutang
dengan menggunakan SSPD.

(21 Pembavaran pooooe dernooowe harus cdhidakvkan dag
selabivrrs atony foo e
BAR X
e VAN AN GHEADT n
ol 20
Y Waanh gak ,mf‘z’r.xw pormohonac penigan g
kermennan o ;'wz\ hapasan pajak kepada Bupau el

DIPENDA atas SKPD /S rm\ untuk 1 (satu) masa pajak teri
datam jangka wodoen Y {tugen) han sejak tanggal SKED/STRD
(2} Permohonan pospinogan keringanan, dan penghapue poc

scbagaimana dlmdksud pada ayat (1), dengan membuat alasan—
alasan yang jelas scrta didukung dengan bukti yang sah sekaligus



)

menyebutkan jumlah pajak terutang menurut perhitungan Wegib
Pajak.

Bupat dalam ooeko sk T2 {dua belas) bulan scras
diterimanva peroehens Poomns memberikan keputusan

Apabiia PTG iy GUUiolKall - Gicin Wdjiu g,
T = AP EE S L = TEI TP I B N ' '
lepr o e oo e vane demehonkoge
drkaimukan

- . ) \ , . . I N \ ' co
RNepuidtsan Buat. bowagaiinalld dillakoud pada ayal gy, wogea

berupa menerima  scluruhnya atau sebagian, menolak atau
menambah besarnya pajak yang terhutang.

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tidak  menunda  kewajyiban  membayar pajak dan tindakan
penagihan.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir untuk penagihan pajak serta tanda
bukti pembayaran dan penerimaan pajak, masing-masing sesuai
dengan Sistem dan Prosedur (Sisdur) Pajak Daerah.

BAB XI
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 22

Sistem Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, ada 2 (dua) cara :

a

Sistem Menghitung Sendiri (Self Assesment System)

Yaitu Wajib Pajak menghitung, mengisi SPTPD dan menyetor
sendirt pajaknya.

Sistem Ketetapan (Official Assesment System)

Yaitu  Ketetapan Pajak langsung ditetapkan oleh DIPENDA
berdasarkan transaksi.

BAB XII
MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP

Pasal 23

Mekanisme pemungutan Pajak Reklame dengan cara dibayar sendiri
(Self Assesment) adalah sebagai benkut :

a

Pendaftaran

1. Wajib Pajak mengisi Folmulir Pendaftaran dan menyerahkan
formulir pendaftaran  kepada  pejabat yang  ditunguk o
dicatat dalam Daftar Formulir Pendaftaran.

2. Pejabat menerima dan memeriksa kelengkapan formulir
pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan atau yang
diberi kuasa. Apabila pengisiannya benar dan lampirannya
lengkap, dalam Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanda dan
tanggal penerimaan yang selanjutnya dicatat dalam Daftar
Induk Wajib Pajak.



3.

Apabila bclum lengkap persyaratannya, formulir lampirannya
akan dikembalikan kepada Wajib Pajak secara tertulis untuk
mclengkapinya.

b. Pendataan

1.

2.

3.

Pejabat menyerahkan formulir pendataan (SPTPD) kepada
Wajib Pajak.

Pcjabat menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir
Pecndataan (SPTPD) yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang
diberi kuasa, apabila pengisiannya benar dan lampirannya
lengkap, da.am daftar SPTPD diberikan tanda dan tanggal
pencerimaan. Apabila belum lengkap, SPTPD dikembalikan
kepada Wajib Pajak untuk melengkapi.

Pejabat mencatat data Pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak.

c. Penctapan

1.

2.

q.

6.

9.

10.

11.

12.

Sctelah Wajib Pajak membayar pajak terutang berdasarkan
SPTPD dicatat kedalam Daftar Induk Wajib Pajak.

Apabila pajak terutang kurang atau tidak dibayar, maka
diterbitkan SKPDKB.

Apabila tidak terdapat selisih pajak terhutang, maka
diterbitkan SKPDN.

Apabila terdapat tambahan objek pajak yang sama sebagai
akibat ditemukannya data baru, maka diterbitkan SKPDKBT.
Apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak terutang, maka
diterbitkan SKPDLB.

Menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKEDLB, dan SKPDN atas
dasar Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut diatas.

Surat ketetapan ditanda tangani oleh Unit Kerja Penetapan
atas nama Kepala Dinas dan Daftar Surat Ketetapan tersebut
di atas ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja Penetapan dan
masing-masing disiapkan tanda terimanya.

Menyecrahkan kepada wajib pajak berupa SKPDKB, SKPDKBT,
dan SKPDN, kemudian Wajib Pajak menanda tangani masing-
masing tanda terima dan mengembalikannya.

Jumlah Pajak terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima
persen) dari Pokok Pajak dan jumlah pajak terutang dalam
SKPDKBT dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 100 % (seratus persen) dari Pokok Pajak.

Apabila SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN yang diterbitkan
tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN
diterima, dapat memberikan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2 % (dua persen) tiap bulan dengan
menerbitkan STPD.

Pasal 24

(1) Untuk _ proscdur penyctoran, pembukuan dan pelaporan,
penagthan, keglatan  pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan dan  penghapusan atau  pengurangan  sanksi
administrasi scrta pengembalian kelebithan pembayaran, sama
dengan prosedur pemungutan pajak dengan cara Sistem
Ketetapan (Official Assesment).

(2) Mekanisme pemungutan Pajak Relame berdasarkan cara
Penctapan (Official Assesment).



el

d.

Pendaftaran

l.

2.

W

Mengirim formulir pendaftaran kepada Wajib Pajak setelah
dicatat dalam daftar formulir pendaftaran.

Mencerima  dan memeriksa  kelengkapan formulir
pendaftaran Wajib Pajak yang telah diisi dengan Wajib
Pajak atau yang diberi kuasa, apabila pengisiannya benar
dan lampirannya lengkap dalam daftar formulir
pendaftaran diberi tanda dalam Daftar Induk Wajib Pajak.
Apabila tidak memenuhi persyaratan dan belum lengkap
lampirannya, akan dikembalikan kepada Wajib Pajak
sccara tertulis untuk melengkapi lampirannya.

Pendataan

I.

2.

Menyiapkan formulir pendataan (SPTPD) kepada Wajib
Pajak sctelah dicatat dalam daftar SPTPD.

Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan
(SPTPD) yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi
kuasa apabila pengisiannya benar dan lampirannya
lengkap calam daftar formulir pendataan diberi tanda dan
tanggal pcnerimaan. Apabila belum lengkap dikembalikan
kcepada Wajib Pajak untuk melengkapi.

Mencatat data Pajak dalam kartu data yang selanjutnya
diserahkan kepada Unit Kerja yang membidangi untuk
proses penectapan.

Penctapan

1.
2.

Membuat r ta perhitungan Pajak Daerah.

Mcnerbitkar. SKPD atau SKPDT jika terdapat tambahan
objck pajak yang sama sebagai akibat ditemukannya data
baru atas dasar nota perhitungan Pajak Daerah dan
membuat daftar SKPD/SKPDT.

SKPD/SKPDT ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja
Pencetapan atas nama Kepala Dinas dan daftar SKPD atau
SKPDT ditanda tangani oleh Unit Kerja yang membidangi
penetapan dan disiapkan tanda terimanya.

Menyerahkan copy daftar SKPD atau SKPDT kepada Unit
Kerja yang membidangi penerimaan dan pengendalian.
Mcnycrahkan SKPD atau SKPDT kepada Wajib Pajak.
Apabila SKPD atau SKPDT yang diterbitkan tidak atau
kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejalk SKPD atau SKPDT diterima dikenakan
sankst administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) tiap bulan dengan menerbitkan SPTPD.

Penyetoran
Penyctoran Pajak Daerah terdiri dari:

1.

2.

Penyectoran melalui Kantor DIPENDA yang diterima oleh

Bendahara Khusus Penerima (BKP). Penyetoran  yang

tclah  divalidasi  oleh BKP langsung disetorkan ke Kas

Dacrah.

Penyetoran meialui Kas Daerah pada Bank Lampung

Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terdiri dari :

a) Kas Daerah menerima uang setoran dari Wajib Pajak
disertai dengan media surat ketetapan dan media
penyctoran SSPD dan bukti setoran Bank.

b) SSPD ditanda tangani dan dicap oleh Pejabat Kas
Dacrah, maka lembar pertama dari SSPD dan bukti
setoran Bank diserahkan kembali ke Wajib Pajak.



C.

f.

c)

d)

)

2 (dua) lembar tindasan SSPD dikirim oleh Kas Daerah
ke  Bendahara Khusus Penerima DIPENDA  yang
dilampiri bukti setoran Bank.

Bendahara I{husus Penerima, setelah menerima media
penyctoran yang telah dicap oleh Kas Daerah dicatat
dan dijjumlahkan dalam buku kas pembantu
pcnerimaan  sejenis  melalui Kas Daerah  dan
sclanjutnya dibukukan dalam Buku Kas Umum.
Bendahara Khusus Penerima secara periodik (bulanan)
menyiapkan  laporan  realisasi  penerimaan dan
penyctoran uang yang ditanda tangani oleh Bendahara
Khusus Penerimaan dan diketahui oleh Kepala Dinas.
Didistribusikan ke Unit Kerja terkait sebagai laporan.

Pembukuan dan Pelaporan
Pembukuan Penectapan

1.

i)

b)

c)

Mencatat ke dalam buku jenis pajak pada kolom
penetapan yvang tersedia atas dasar SPTPD Wajib Pajak
Self Assesment, daftar SKPD, daftar SKPDT, daftar
SKPDN, daftar SKPDLB dan daftar STPD.

Mencatat  kedalam buku Wajib Pajak pada kolom
penetapan yang tersedia atas dasar SKPD, SKPDT,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, dan STPD.
Mecngarsipkan seluruh dokumen vang telah tercatat
dengan memberi nomor urut file.

Pembukuan Penerimaan

a)

b)

v)

Mcncatat ke dalam buku jenis pajak pada kolom
penetapan yang tersedia atas dasar buku penerimaan
scjenis dan daftar bukti pembukuan.

Mencatat kedalamm buku Wajib Pajak pada kolom
penyctoran yang tersedia atas dasar validasi dari SSPD
dan bukti pemindahbukuan.

Mengarsipkan atau menyimpan scluruh dokunicn o
tclah dicatat dengan memberi nomor urut file.

Pelaporan

a)

b)

Mcmbuat laporan realisasi penerimaan Pajak Daerah
atas  dasar daftar penetapan, penerimaan  dan
tunggakan perjenis pajak dan daftar tunggakan Wajib
Pajak.

Membuat laporan realisasi setoran masa (Sistem Self
Assesment).

Keberatan dan Banding
Penycelesaian Keberatan

1.

a)

b)

Mencerima surat permohonan keberatan dari Wajib
Pajak.

Mcnceliti kelengkapan permchonan keberatan Wajib
Pajak, diteliti dan diperiksa kembali, dibuat laporan
hasil penclitian,

Menyampaikan berkas keberatan Wajib Pajak disertai
pertimbangan Kepala Dinas kepada Bupati untuk
pembuatan Keputusan, baik menerima atau menolak
terhadap keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak
tersebut.

Pembuatan Surat Keputusan yang ditanda tangani
oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, berupa
mencrima seluruhnya atau sebagian, menolak atau
menambah pajak terutang.



Banding

Apabila Wajib Pajak yang bersangkutan masih merasa
tidak puas atas Surat Keputusan Bupati mcngenai
keberatan  yang  diajukan, maka Wajib Pajak yang
bersangkutan masih mempunyai hak untuk mengajukan
pcrmohonan  banding kepada Badan Penyelesaian
Scngketa Pajak (BPSP) sesual dengan ketentuan yang
berlaku.

g. Penagihan

l.

S.

Penagihan dengan Sural Teguran

a) Menerbitkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak 7
(tujuh) hari sctelah melampaui batas waktu jatuh
tempo pembayaran.

b) Mengirimkan/menyerahkan Surat Teguran kepada
Wajib Pajak yang bersangkutan.

Penagihan dengan Surat Paksa

a) Menerbitkan Surat Paksa untuk Wajib Pajak yang
sctelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah
tanggal Surat Teguran belum menyetorkan pajak
terutang.

b) Mengirimkan/menyerahkan Surat paksa kepada Wajib
Pajak yang bersangkutan.

Penagihan dengan Surat Perintah  Melaksanakan

Penyitaan .

a) Mencrbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
untuk Wajib Pajak yang belum melunasi hutang
pajaknya terhitung 2x24 jam, 2 (dua hari) setelah
tanggal Surat Paksa diterima oleh Wajib Pajak yang
bersangkutan. ‘

b) Pelaksanan Penyitaan dilaksanakan oleh Tim dengan
menycgel barang-barang milik Wajib Pajak yang boleh
disita menurut perundang-undangan yang dirinci pada
Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Pclaksanaan Pcnagihan dengan Surat Teguran, Penagihan

dengan Surat Paksa dan Penagihan dengan Surat Perintah

Mclaksanakan Penyitaan dilaksanakan oleh Tim.

Pengumuman Lelang dan Pelaksanaan Lelang

a) Menerbitkan Daftar Surat Permintaan Pelaksanaan
Lelang untuk Wajib Pajak yang belum melunasi hutang
pajakny « sampail dengan berakhirnya batas waktu 14
(cmpat "clas) hart sejak tanggal Surat Pelaksanaan
Penyitaan.

b) Daftar Surat Permintaan Pelaksanan Lelang yang telah
disctujul vlch  Kepala Dinas disampaikan kepada
BUPLN.

¢} BUPLN mengceluarkan Pengumuman waktu dan tempat
lelang.

d) Pclaksanaan waktu lelang sesuai dengan hari, tanggal

- dan jam ditentukan dan dilakukan oleh BUPLN.

Pencabutan Penyitaan dan Pengumuman Lelang

a) Mecmbuat daftar Surat Pencabutan Penyitaan untuk
Wajib Pajak yang telah melunasi hutang pajaknya
scsudah  penerbitan  Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan  sampal dengan sebelum pengumuman
lelany:,

b)  Pencerbitan Surat Pencabutan Penyitaan.



¢) Pelaksanaan pencabutan penyitaan dengan pembuatan
Berita Acara Pencabutan Penyitaan.

d) Mcmbuat laporan pelaksanaan pencabutan penyitaar.

¢) Monitoring penyetoran Wajib Pajak seperti huruf a di
atas untuk mengetahui Wajib Pajak yang telah
mclunasi hutang pajaknya sesudah pengumuman
lelang sampai dengan sebelum pelaksanaan lelang.

) Pembuatan  daftar Surat Pencabutan Pengumuian
Lelang.

¢) Penerbitan Surat Pencabutan Pengumuman lelang.

h) Mengirim/menyerahkan Surat Pencabutan

Pengumuman Lelang oleh Juru Sita Pajak.

Kegiatan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan
dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi :

1.

S.

Menerima  surat permohonan pembetulan, pembatalan.

pengurangan ketetapan, dan  penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi dari Wajib Pajak.
Meneliti kelengkapan permohonan pembetulan,

pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan
atau pengurangan sanksi  administrasi Wajib Pajak,
sctelah dilakukan penelitian dan bila perlu dilakukan
pemeriksaan, dibuat laporan hasil penelitian.
Menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Kepala
Dinas atas permohonan Wajib Pajak, berupa Surat
Keputusan Penolakan apabila permohonan ditolak dan
Surat Keputusan Pembetulan apabila permohonan
diterima.

Membuat Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh
Kepala Dinas atas pemnohonan Wajib Pajak, berupa Surat
Keputusan Penolakan apabila permohonan ditolak dan
Surat  Keputusan Pembetulan apabila permohonan
diterima.

Menycrahkan Surat Keputusan kepada Wajib Pajak
dengan tembusan kepada Unit Kerja Penetapan dan Unit
Kerja Pembukuan dan Pelapora1 DIPENDA.

Pengembalian Kelebihan Pembayaran :

1.

n

Mencrima surat permohonan pengembalian  kelebihan
pembayaran pajak. melakukan pemeriksaan dan membuat
laporan pemeriksaan ditanda tangani oleh Pejabat dan
Wajib Pajak.

Mcncatat ke kartu data, selanjutnya diserahkan kepada
Unit Kerja perhitungan untuk dilakukan perhitungan
penctapan kelebihan pembayaran pajak.
Memperhitungkan dengan utang/tunggakan pajak yang
lain, apekah punya utang atau tidak, kemudian dibuat
Nota Perhitungan.

Sctelah  diperhitungkan dengan utang pajak yang lain
ternyata kelebihan pembayaran pajak, kurang atau sama
dengan utang pajak lainnya tersebut maka Wajib Pajak
menerima  bukti - pemindahbukuan, sebagai  bukti
pcmbayaran  kompensasi dengan  pajak terutang
dimaksud, karcnanya SKPDLB tidak diterbitkan.

Apabila utang pajak setelah
diperhitungkan/dikompensasikan dengan kelebihan
pembavaran pajak tenyata lebih, maka Wajib Pajak akan
mecnerima  bukti  pemindahbukuan dan sebagai bukti
pembavaran/kompensasi dan SKPDLB harus diterbitkan



6.

Sctelah menerima SKPDLB dari Unit Kerja Penetapan
diproses untuk diterbitkan SPMKPD dan ditanda tangam
oleh Bupati.

Dipenda melalui Bidang Pendapatan dan Penetapan
mengembalikan  kelebihan  pembayaran  pajak  sesuai
SPMKPD dengarn menerbitkan SPMU yang diambil dar1 Kas
Dacrah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Dacrah (BPKAD) Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB XIlI
PN JAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 25

(1) Dalam upaya menjamin kepatuhan dan ketertiban pembayaran

Pajak

Relame  dilakukan  pengawasan dan  penertiban

penycelenggaraan Reklame.

(2) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada oy {0
dilakukan olch um yang ditunjuk oleh Bupati dengan anggota
sckurang-kurangnya terdirt dari unsur :

Satuan Polisi Pamong Praja;

DIPENDA Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Camat sctempat;

Kcepala Kampung/Kelurahan setempat.

a,
L.
C.
d.

BAB XIV
NETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

sctiap  orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan peraturan Bupati ini dengan penetapan dalam
Berita Dacrah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan Jaya
Pada tanggal 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

e

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan Jaya

Pada tanggal

2012

SEKRETARIS DAIFRAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

7 Von)

PARYANTO

BERITA DAERAH KARUPATEN TUILANG TAWANG BARAT TAHUN 2012

NOMOR



LAMPIRAN T :

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG PERSYARATAN,

MEKANISME DAN

PROSEDUR TETAP PEMUNGUTAN PAJAK RELAME

NILAl STRATEGIS PAJAK RELAME
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

R o | . Indcks
No. T(‘l()l(mg;m ; Dasar Pembinan ! Lokasi Strateris
e A Slrategis
i 2 | 3 4 s |
1. A » Sudut pandang luas dan |Jalan Nasional 2,0 1
strategis, (Jalan Utama)
» Kepadatan pemakal jalan;
e Beragamnyva tngkat
ckononm  dan  jems usaha
pemakal jalan;
le Jalan  Poros/Jalan  Arteri
| antar Kota antar Pronins.
|
9. B * Sudut pandang cukup luas | Jalan Provinsi 1.8
dan strategis; (Jalan Kelas 1)
e Kepadatan penduduk  dan
l pemakai jalan;
i Beragamnya fimgkat
ckonomi pcmakai jalan;
\ e Jalan poros antar kota.
3 C ¢ Aspek kepiatan ckonomi dan ' Jalan Kabupaten 1O
kepadatan penduduk; (Jalan Kelas II)
e Konsentrasi keramaian
Pasar, Pertokoarn, Terminal
o dl
e Jalan POTO antar
Kabupaten/ antar |
Kecamatan. ‘
| !
4. D l e Jalur Jalan Kelas 11 dan | Jalan Kabupaten 1,2
| Jalan Desa  berawpal yang | (Jalan Kelas II)
dikategorikan  Jalan  Poros ‘
antar Kecamatan;
e Lingkungan Ibu Kota
Kecamatan (IKK) ;
e Ada konscntrasi kegilatan
perckonomian atau
pecmasaran yang cukup.
{
.



o Tohiir

1 tempat

I dibawah
I dan D

| !
o

dengan
Golongan

kreteria |
AB,C

Tempat-tempat

dan jalur jalan
selain tersebut
pada  Golongan
A, B, C dan D
diatas.

S

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

—=h,

BACHTIAR BASRI
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